
WALI KOTA G O R O N I A L O 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 35 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN F 'ERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MIL IK D A E R A H 

KOTA GORONTALO 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

Menimbang 

Mengingat 

WAL I KOTA GORONTALO, 

a. bahwa da lam rangka opt imal isasi pengelolaan barang 

mi l ik daerah perlu s istem pengelolaan yang terpadu dan 

komprehensi f yang dapai: mencakup se luruh subyek 

da lam pemer intahan sehingga dapat bermanfaat bagi 

s e lu ruh prosedur penyelenggaraan pemer intahan 

di daerah; 

b. bahwa u n t u k meningkatircan efisiensi dan efektivitas 

da lam pengelolaan Barang, Mil ik Daerah di l ingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo yang d iantaranya meliputi 

tahapan perencanaan, penganggaran kebutuhan barang 

dan penatausahaan barang mi l ik daerah agar sesua i 

dengan ketentuan Peraturan Menteri Da lam Negeri 

Nomor 19 T a h u n 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Mil ik Daerah per lu pedoman perenc;anaan dan 

penatausahaan; 1 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b perlu membentuk 

Peraturan Wal i Kota Gorontalo tentang Pedoman 

Perencanaan dan Penatausiahaan Ba rang Mil ik Daerah 

Kota Gorontalo; 

1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Su lawes i 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan l e m b a r a n Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 
PERANGKAT 

DAEX?AH 
KA] 
HU 

3AG 
(CUM ASISTEN S E K D A 

1     

Aa 
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 35 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MIL'/K DAERAH 

KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang 

milik daerah perlu sistem pengelolaan yang terpadu dan 

komprehensif yang dapat mencakup seluruh subyek 

dalam pemerintahan sehingga dapat bermanfaat bagi 

seluruh prosedur penyelenggaraan pemerintahan! 

di daerah, | 

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo yang diantaranya meliputi 

tahapan perencanaan, penganggaran kebutuhan barang 

dan penatausahaan barang milik daerah agar sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah perlu pedoman perencanaan dan 

penatausahaan, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 

Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pedoman 

Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Kota Gorontalo, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 
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2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u r 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara RepubliF: Indonesia Nomor 4060) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara F?epublik Indonesia T a h u n 2003 

Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan an ta ra Pemerintah Pusat dan 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negani Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (l^^mbaran Negarsi Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) Ssbaga imana 

telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 T a h u n 1?'96 tentang 

Hak G u n a Usaha , Hak G u n a B a n g u n a n dan Hak Paka i 

Atas T a n a h (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 1996 Nomor 3643) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2005 tentang 

S tandar Akun tans i Pemer intahan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 49 , 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4503) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang 

S is tem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 3643), 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503), 

Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
PERANGKAT | KABAG 
DAERAH HUKUM ASISTEN | SEKDA 

N : 9 / 
/ 

  

  

              
   



- 3 -

Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4576 

sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 T a h u n 2010 (Lembaran Negara Republil< 

Indonesia T a h u n 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5150) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 tentang 

Pengelolaan Ba rang Mil ik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 92 , 

Tambahan Lembaran l^egara Republ ik Indonesia 

Nomor 5533) ; 

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

12. Pera turan Menteri Da lam Negeri Nomor 5 T a h u n 1997 

tentang T u n t u t a n Perbendaharaan dan T u n t u t a n Gant i 

Rugi Keuangan dan Ba rang Daerah; 

13. Peraturan Menteri Da l am Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah teral ihir dengan 

Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 ; 

14. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 19 T a h u n 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Ba rang Mil ik Daerah (Ber i ta 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 547); 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N WALI KOTA TENTANG PEDOMAN 

PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN BAR/xNG MIL IK 

D A E R A H KOTA GORONTALO 

Da lam Peraturan Wal i Kota in i , yang d imaksud dengan : 

1. Daerah ada lah Kota Gorontalo. 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM. 

Pasa l 1 

P E R A ^ G K A T 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM ASIS^^EN S E K D A   

Menetapkan 

10. 

11 

12. 

13. 

14. 

aa 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5150), 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533), 

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 

Rugi Keuangan dan Barang Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006: 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN 

PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK 

DAERAH KOTA GORONTALO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 
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2. Pemerini:ah Daerah ada lah Kepala Daerah sebagai u n s u r penyelenggara 

Pemerinliahan Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n 

pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dewan l^erwakilan Rakya t Daerah yang se lanjutnya disingkat D P R D 

ada lah C'ewan Perwaki lan Rakya t Daerah Kota Gorontalo. 

j 4. Wal i Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

1 5. Wal i Kota Gorontalo ada lah Pemegang k e k u a s a a n pengelola Ba rang Mil ik 

Daerah Kota Gorontalo. 

I e». Sekretar is Daerah ada lah pengelola barang mi l ik daerah. 

I. Pengelola Ba rang Mil ik Daerah yang se lanjutnya disebut Pengelola 

Ba rang ada lah pejabat yang berwenang dan bertanggung j awab 

me l akukan koordinasi pengelolaan barang mi l ik daerah. 

8. Perangkat Daerah ada lah u n s u r pembantu Kepa la Daerah dan D P R D 

I daleim penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

9. Pejabat F 'enatausahaan B a r a n g ada lah kepala Perangkat Daerah yang 

j mempunj^ai fungsi pengelolaan barang mi l ik daerah se laku pejabat 

j pengelola keuangan daerah. 

10. Pengguna barang ada lah pejabat pemegarg kewenangan penggunaan 

barang mi l ik daerah. 

I I . Ba rang Mil ik Daerah ada lah s emua barangyang dibeli a t au diperoleh atas 

beban A P B D a tau berasal dar i perolehan l a innya yang sah . 

12. K u a s a Pengguna Ba rang Mil ik Daerah se lan jutnya disebut sebagai K u a s a 

' Pengguna Ba rang ada lah kepala un i t ker ja a t au pejabat yang; d i tun juk 

oleh Pengguna B a r a n g u n t u k mengguneikan barang mi l ik daerah yang 

berada da lam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Ba rang ada lah Pejabat yang 

I me l aksanakan fungsi ta ta u s a h a barang mi l ik daerah pada Pengguna 

' ' Barang . 

14. Pengurus Ba rang Mil ik Daerah yang sek in jutnya disebut Pengurus 

Ba rang ada lah Pejabat dan/atau J a b a t a n Fungs iona l U m u m yang 

diserahi tugas mengurus barang. 

15. Pengurus Barang Pengelola ada lah pejabat yang d iserahi tugas mener ima, 

I menyimpan, mengeluarkan, dan mena tausahakan barang mi l ik daerah 

pada Pejabat Penatausahaan Barang . 
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. 

(4. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

5. Wali Kota Gorontalo adalah Pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik 

Daerah Kota Gorontalo. 

6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. 

3 . Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola 

Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang 

mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat 

pengelola keuangan daerah. 

10.Pengguna barang adalah pejabat pemegarg kewenangan penggunaan 

barang milik daerah. 

11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

12.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa 

Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk 

oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

13.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna 

Barang. 

14.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus 

Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang 

diserahi tugas mengurus barang. 

15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah 

pada Pejabat Penatausahaan Barang. 
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16. Pengurus Ba rang Pengguna adalah J a b a t a n Fungs iona l U m u m yang 

d iserahi tugas mener ima, meny impan, menge luarkan, mena tausahakan 

barang mi l ik daerah pada Pengguna Barang . 

17. Pembantu Pengurus Ba rang Pengelola ada lah pengurus bsirang yang 

membantu da lam penyiapan admin is t ras i m a u p u n teknis penatausahaan 

barang mi l ik daerah pada Pengelola Barang . 

18. Pembantu Pengurus Ba rang Pengguna ada lah pengurus barang yang 

membantu da lam penyiapan admin is t ras i m a u p u n teknis penatausahaan 

barang mi l ik daerah pada Pengguna Barang;. 

IQ.Pengurusi Ba rang Pembantu ada lah yang diserahi tugas menerima, 

meny impan, menge luarkan, mena tausahakan dan mempertanggung 

j a w a b k a n barang mi l ik daerah pada K u a s a l^'engguna Barang . 

20. Pengelolaan Ba rang Mil ik Daerah ada lah kese lu ruhan kegiatan yang 

mel iputi perencanaan kebu tuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemel iharaan, peni la ian, 

pemindal i tanganan, pemusnahan , penghapusan, penatausahaan dan 

pembinaaj i , pengawasan dan pengendalian. 

2 1 . Perencanaan Kebu tuhan ada lah kegiatan m e r u m u s k a n r inc ian 

kebu tuhan barang mi l ik daerah u n t u k menghubungkan piengadaan 

barang y img telah la lu dengan keadaan ysmg sedang berjalan sebagai 

dasar da lam m e l a k u k a n t indakan yang a k a n datang. 

22 . Pena tausahaan Ba rang Mil ik Daerah adak ih rangka ian kegiatan yang 

meliputi P embukuan , Inventar isas i dan Pelaporan Ba rang Mil ik Daerah . 

23 . Inventar i sas i ada lah kegiatan u n t u k me l akukan pendataan, pencatatan 

dan pelaporan has i l pendataan barang mi l ik daerah. 

24. Rencana Kebutuhan B a r a n g Mil ik Daerah , yang se lanjutnya dis ingkat 

R K B M D , ada lah dokumen perencanaan kebutuhan barang mi l ik daerah 

u n t u k periode 1 (satu) t a h u n . 

25 . Rencana Kebutuhan Pemel iharaan B a r a n g Mil ik Daerah , yang se lan jutnya 

dis ingkat R K P B M D , ada lah dokumen perencanaan kebu tuhan 

pemel iharaan barang mi l ik daerah u n t u k peiiode 1 (satu) t ahun . 

26. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah yang selanjutnya. dis ingkat 

A P B D ada lah rencana keuangan t a h u n a n Pemerintah Daerah yang 

ditetapkari dengan Peraturan Daerah. 

27 . Daftar B a r a n g Pengguna ada lah daftar yang memuat data barang mi l ik 
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sa 

16.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang 

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 

barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

17.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 

barang milik daerah pada Pengelola Barang. 

18.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 

barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

19.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkari barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 

20. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

21.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskari rincian 

kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan 

barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 

dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 

22.Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang 

meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. 

23.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan 

dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 

24.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

25. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RKPBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan 

pemeliharaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya. disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik 
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daerah j^ang d igunakan oleh masing- mas ing pengguna barang. 

I 28. Daftar Ba rang K u a s a Pengguna ada lah daftar yang memuat data barang 

mi l ik d£ierah yang d igunakan oleh masmg- mas ing k u a s a pengguna 

B A B I I 

M A K S U D DAN T U J U A N 

Pasa l 2 

(1) P enyusunan Peraturan Wal i Kota In i d imaksudkan u n t u k menjadi 

pedoman da lam pengelolaan barang mi l ik daerah pada tahapan 

perencanaan kebutuhan barang, penganggaran dan penatausahaan 

barang mi l ik daerah di l ingkup Pemer intahan Daerah Kota Gorontalo. 

(25 P enyusunan Peraturan Wal i Kota in i b( ;rtujuan u n t u k member ikan 

penjelasan dan panduan kepada Perangkat IDaerah da lam : 
I 

a. menyusun R K B M D pengadaan dan R K P B M D Pemel iharaan yang a k a n 
i 

digunahan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran S K P D 

I b. me l aksanakan rangka ian kegiatan penataiusahaan barang mi l ik 

daerah yang mel iputi pembukuan , inventar isas i dan pelaporan. 

B A B I I I 

RUANG L I N G K U P 

Pasa l 3 

R u a n g l ingkup Peraturan Wal i Kota in i ada lah : 

a. Pejabat Pengelola Ba rang Mil ik Daerah; 

b. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Ba rang Mil ik Daerah ; 

c. Penatausahaan Barang Mil ik Daerah. 

t 

i B A B IV 

P E J A B A T P E N G E L O L A BARANG MIL IK D A E R A H 

Pasa l 4 

(1) Pemegang k e k u a s a a n pengelolaan barang mi l ik daerah adalah Wal i Kota 

yang berwenang dan bertanggung jawab : 

a menetapkan kebi jakan pengelolaan barang mi l ik daerah; 

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, a tau pemindahitanganan 

barang mi l ik daerah; 

PERANGKAT 
D A E R \ H 

KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 

A 
T 

barang. 

i 

  

-6- 

daerah yang digunakan oleh masing- masing pengguna baran g. 

28. Daftar Karang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang 

milik daerah yang digunakan oleh masing- masing kuasa pengguna 

barang. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

() Penyusunan Peraturan Wali Kota Ini dimaksudkan untuk menjadi 

pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah pada tahapan 

perencanaan kebutuhan barang, penganggaran dan penatausahaan 

barang milik daerah di lingkup Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo. 

@ Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan | 

penjelasan dan panduan kepada Perangkat Daerah dalam : 

a. menyusun RKBMD pengadaan dan RKPBMD Pemeliharaan yang akan 

digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD 

b. melaksanakan rangkaian kegiatan penatausahaan barang milik 

daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah : 

a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, 

b. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah, 

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah. 

BAB IV 

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 4 

(1) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Wali Kota 

yang berwenang dan bertanggung jawab: 

a menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, 

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan 

barang milik daerah, 
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c. menetapkan kebi jakan pengamanan dan pemel iharaan barang milik 

daerah; 

d. menejtapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang mi l ik 

daenih ; 

e. mengajukan u s u l pemindahtanganan barang mi l ik daerah yang 

memer lukan persetujuan D P R D ; 

f. men>etujui u s u l pemindahtanganan, pemusnahan , dan pisnghapusan 

barang mi l ik daerah sesua i batas kewenangannya; 

g. menyetujui u s u l pemanfaatan barang mi l ik daerah s(;lain t anah 

dan/a tau bangunan; dan 

h. menyetujui u s u l pemanfaatan barang mi l ik daerah da lam bentuk 

I ke r jasama penyediaan in f ras t ruktur . 

(2) Sekretar is Daerah se laku Pengelola Barang berwenang dan biertanggung 

jawab : 

I a meneliti dan menyetujui r encana kebu tuhan barang mi l ik daerah; 

j b. meneliti dan menyetujui r encana kebutuhan pemel iharaan/perawatan 

I barang mi l ik daerah; 
I 

I c. mengajukan u s u l pemanfaatan dan pemindahtanganan barang mi l ik 

I daeral i yang memer lukan persetujuan Wal i Kota; 

d. mengatur pe laksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan , dan 

penghapusan barang mi l ik daerah; 

e. mengjitur pe laksanaan pemindahtanganan barang mi l ik daerah yang 

j te lah disetujui oleh Wal i Kota a tau D P R D ; 

! f. me l akukan koordinasi da lam pe laksanai in inventar isas i bfirang mi l ik 
j 

daerah; dan 

g. me l akukan pengawasan dan pengendalian a tas pengelolaan barang 

' mi l ik daerah. 

(3) Pejabat Pena tausahaan Ba rang memi l ik i berwenang dan b<;rtanggung 

j awab : 

a. membantu menelit i dan member ikan pert imbangan persetujuan da lam 

penyusunan rencana kebutuhan barang rai l ik daerah kepada Pengelola 

Barang ; 

I b. membantu menelit i dan member ikan pert imbangan persetujuan da lam 

penyusunan rencana kebutuhan pemediharaan/perawatELn barang 

mi l ik daerah kepada Pengelola Barang ; 
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menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah, 

menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik 

daerah, 

mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang 

memerlukan persetujuan DPRD, 

menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan 

barang milik daerah sesuai batas kewenangannya, 

menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah 

dan/atau bangunan, dan 

menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 

kerjasama penyediaan infrastruktur. 

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung 

jawab: 

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah, 

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan 

barang milik daerah, 

mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 

daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota, 

mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan barang milik daerah, 

mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang 

telah disetujui oleh Wali Kota atau DPRD, 

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik 

daerah, dan 

melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang 

milik daerah. 

Pejabat Penatausahaan Barang memiliki berwenang dan bertanggung 

jawab : 

a membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan barang rnilik daerah kepada Pengelola 

Barang, 

membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang 

milik daerah kepada Pengelola Barang, 
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c. member ikan pert imbangan kepada Pengelola B a r a n g atas pengajuan 

u s u l ] 3 e m a n f a a t a n dan pemindahtanganan barang mi l ik daerah yang 

memer lukan persetujuan Wal i Kota; 

d. memtier ikan pert imbangan kepada peng;elola barang untulc mengatur 

pe laksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan , dan 

pengh apusan barang mi l ik daerah; 

e. memtier ikan pert imbangan kepada pengelola barang a tas pe laksanaan 

pemindahtanganan barang mi l ik daerah yang telah disetujui Wal i Kota 

a tau D P R D ; 

f. memtiantu Pengelola B a r a n g da lam pe laksanaan koordinasi 

j inventar isas i barang mi l ik daerah; 

g. me l akukan pencatatan barang mi l ik daerah berupa t anah dan/atau 

bangunan yang telah d i se rahkan dar i Pengguna B a r a n g yang t idak 

d igunakan u n t u k kepentingan penyekmggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah dan sedang t idak d imanfaatkan p ihak la in kepada 

Wal i Kota mela lu i Pengelola Barang , ser ta barang mi l ik daerah yang 

berada pada Pengelola Barang ; 

h. mengamankan dan memel ihara barang mi l ik daerah sebagaimana 

I dimak sud pada h u r u f g; 

i. membantu Pengelola Ba rang da lam pengawasan dan pengendalian 

atas pengelolaan barang mi l ik daerah; dan 

j . m e n y u s u n laporan barang mi l ik daerah. 

(4) Pengguna Ba rang berwenang dan bertanggu ng j awab : 

a. mengi i jukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang mi l ik 

daeral i bagi Perangkat Daerah yang d ip impinnya; 

b. mengi i jukan permohonan penetapan s ta tus penggunaan barang yang 

diperoleh dar i beban A P B D dan perolehan la innya yang sah ; 

c. me l akukan pencatatan dan inventar isas i barang mi l ik daerah yang 

berada da lam penguasaannya; 

i d. meng|;unakan barang mi l ik daerah yang berada da lam penguasaannya 

un tuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang dip impinnya; 

e. mengf imankan dan memel ihara barang mi l ik daerah yaj ig berada 

dalam penguasaannya; 
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memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan 

usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang 

memerlukan persetujuan Wali Kota, 

memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur 

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan barang milik daerah: 

memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan 

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Wali Kota 

atau DPRD, 

membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 

inventarisasi barang milik daerah, 

melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada 

Wali Kota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang 

berada pada Pengelola Barang, 

mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, 

membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian 

atas pengelolaan barang milik daerah, dan 

menyusun laporan barang milik daerah. 

Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab : 

a mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik 

daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya, 

mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah, 

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya, 

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang dipimpinnya, 

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya, 
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f. mengajukan u s u l pemanfaatan dan pemindahtanganan barang mi l ik 

daerah berupa t anah dan/atau bangunan yang t idak memer lukan 

persetujuan D P R D dan barang mi l ik daerah se la in tana l i dan/a tau 
I 

bangunan; 

g. menyerahkan barang mi l ik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang tidak d igunakan u n t u k kepenting£.n penyelenggaraan tugas dan 

fungsi S K P D yang d ip impinnya dan sedang t idak dimanfasitkan p ihak 

la in , kepada Wal i Kota mela lui Pengelola Barang ; 

h. mengajukan u s u l pemusnahan dan penghapusan barang mi l ik daerah; 

i me l akukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian a tas 

penggunaan barang mi l ik daerah yang ada da lam penguasaannya; dan 

j . menyusun dan menyampa ikan laporan barang pengguna semesteran 

dan laporan barang pengguna t a h u n a n yang bergida da lam 

pengu a s a a n n y a kepada Pengelola Barang . 

K u a s a Pengguna B a r a n g ada lah me l aksanakan kewenangan dan tanggung 

j awab sesua i ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Ba rang berwenang dan bertanggung 

a. meny iapkan rencana kebu tuhan dan penganggaran barang mi l ik 

daeral i pada Pengguna Barang ; 

b. meneliti u s u l a n permohonan penetapan s ta tus penggungian barang 

yang diperoleh dar i beban A P B D dan perolehan l a innya yar.g sah ; 

c. menelit i pencatatan dan inventar isas i barang mi l ik daerah yang 

d i l aksanakan oleh Pengurus Barang dan/a tau Pengurus Ba rang 
i 

Pembantu; 

d. m e n y u s u n pengajuan u s u l a n pemanfaatan dan pemindahtanganan 

barang mi l ik daerah berupa tanah dan/a tau bangunan yang t idak 

memer lukan persetujuan D P R D dan barang mi l ik daerah se la in t anah 

dan/a tau bangunan; 

e. mengusu lkan rencana penyerahan barang mi l ik daerah berupa t anah 

dan/a tau bangunan yang t idak d igunakan u n t u k kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Ba rang dan se;dang t idak 

d imanfaatkan oleh p ihak la in ; 

f. meny iapkan u s u l a n pemusnahan dan penghapusan barang mi l ik 

daerah; 

j awab : 
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mengajukan usul pemanfaatan dan permindahtanganan barang milik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 

persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau 

bangunan, 

menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak 

lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang, 

mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, 

melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas 

penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya, dan 

menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran 

dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam 

penguasaannya kepada Pengelola Barang. 

Kuasa Pengguna Barang adalah melaksanakan kewenangan dan tanggung 

jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung 

jawab : 

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik 

daerah pada Pengguna Barang, 

meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang 

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah, 

meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang 

Pembantu, 

menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan 

barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 

memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah 

dan/atau bangunan, 

mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 

dimanfaatkan oleh pihak lain, 

menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik 

daerah, 
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g. menelit i laporan barang semestersm dan t a h u n a n yang d i l aksanakan 

oleh Pengurus B a r a n g dan/a tau Pengurus Ba rang Pembantu; 

h. menelit i dan memveri f ikasi K a r t u Invcmtaris Ruangan (KIR) setiap 

semester dan setiap t a h u n ; 

i. me l akukan veri f ikasi sebagai dasar member ikan persetujuan a tas 

perubahan kondis i f isik barang mi l ik daerah; dan 

j . meneliti laporan mutas i barang setiap l iu l an yang d isamj ja ikan oleh 

j Pengurus Ba rang Pengguna dan/a tau Pemgurus B a r a n g Pembantu. 

Pengurus B a r a n g Pengelola berwenang dan bertanggung jawab : 

a membantu menelit i dan meny iapkan bab.an pert imbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebu tuhan barang mi l ik daeimh kepada 

Pejabat Penatausahaan Barang ; 

b. membantu menelit i dan meny iapkan bah an pert imbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebu tuhan pemel iharaan/perawatan 

barang mi l ik daerah kepada Pejabat Pena tausahaan Barang ; 

c. meny iapkan dokumen pengajuan u s u l a n pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang mi l ik daerah yang memer lukan 

persetujuan Wal i Kota; 

d. menelit i dokumen u s u l a n penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan , 

dan penghapusan dar i Pengguna Barang , sebagai bahan pert imbangan 

oleh F'ejabat Pena tausahaan Ba rang da lam pengaturan p idaksanaan 

penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan , dan penghapusan barang 

mi l ik daerah; 

e. meny iapkan bahan pencatatan barang mi l ik daerah berupa tanah 

dan/a tau bangunan yang telah d i se rahkan dar i Pengguna Ba rang yang 

t idak d igunakan u n t u k kepentingan pen> elenggaraan tugas dan fungsi 

S K P D dan sedang t idak d imanfaatkan ] j ihak la in kepada Wal i Kota 

mela lu i Pengelola Barang ; 

meny impan dokumen as l i kepemi l ikan barang mi l ik daerah; 

g. menybnpan sa l inan dokumen Laporan Ba rang Pengguna/Kuasa 

I Pengguna Barang ; 

h. me l akukan rekonsi l ias i da lam rangka penyusunsin laporan barang 

' mi l ik daerah; dan 

1. merekapi tulas i dan menghimpun Laporan Ba rang Pengguna 

semesr.eran dan t a h u n a n serta Laporan Ba rang Pengelola sebagai 

bahan penyusunan Laporan barang milib: daerah. 
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meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan 

oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu, 

meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap 

semester dan setiap tahun, 

melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas 

perubahan kondisi fisik barang milik daerah, dan 

meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh | 

Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. 

Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggung jawab: 

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan 

  

dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada 

Pejabat Penatausahaan Barang, 

membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan 

barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang: 

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan 

persetujuan Wali Kota, 

meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 

dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan 

oleh Fejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan 

penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang 

milik daerah, 

menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang 

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Wali Kota 

melalui Pengelola Barang, 

menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah, 

menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa 

Pengguna Barang, 

melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 

milik daerah: dan 

merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna 

semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai 

bahan penyusunan Laporan barang milik daerah. 
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Pengurus B a r a n g Pengguna berwenang dan bertanggung jawat i : 

a memtiantu meny iapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran barang mi l ik daerah; 

b. meny iapkan u s u l a n permohonan penetapan s ta tus penggunaan 

barang mi l ik daerah yang diperoleh dar i beban A P B D dan perolehan 

l a i n n j a yang sah ; 

c. me laksanakan pencatatan dan inventar isas i barang mi l ik daerah; 

d. membantu mengamankan barang mililc daerah yang berada pada 

Pengguna Barang ; 

e. meny iapkan dokumen pengajuan u s u l a n pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang mi l ik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang t idak memer lukan 

persetujuan D P R D dan barang mi l ik daerah selain tanah dan/atau 

bangunan; 

f. meny iapkan dokumen penyerahan barang mi l ik daerah berupa t anah 

dan/atau bangunan yang t idak d igunakan u n t u k Lspent ingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Ba rang dan sedang t idak 

d imanfaatkan p ihak la in ; 

g. meny iapkan dokumen pengajuan u s u l a n pemusnahan dan 

I penghapusan barang mi l ik daerah; 

h. menyuisun laporem barang semesteran dem t ahunan ; 

L membuat K a r t u Inventar is Ruangan (KIRi semesteran dan hahunan; 

j . memberi label barang mi l ik daerah; 

k. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang a tas perubahan kondis i f isik barang mi l ik daerah 

j berdasarkan pengecekan fisik barang; 

L me l akukan stock opname barang persedi^ian; 
I 

m. menyimpan dokumen, an ta ra la in : fotokopi/salinan dokumen 

kepemi l ikan barang mi l ik dae^rah dan menyimpan 

asl i/fotokopi/Sal inan dokumen penatausahaan; 

n. me l akukan rekonsi l ias i da lam rangka penyusunan laponm barang 

j Pengguna Ba rang dan laporan barang mi l ik daerah; dan 

0. membuat laporan mutas i barang setiap bu lan yang d i sampa ikan 
PERANGKAT 
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Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggung jawab: 

Aa membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran barang milik daerah, 

menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dari perolehan 

lainnya yang sah, 

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah: 

membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang, 

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak memerlukan 

persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau 

bangunan, 

menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 

dimanfaatkan pihak lain, 

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah, 

menyusun laporan barang semesteran dan tahunan, 

membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan, 

memberi label barang milik daerah, 

mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah 

berdasarkan pengecekan fisik barang, 

melakukan stock opname barang persediaan, 

menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan 

asli/ fotokopi/Salinan dokumen penatausahaan, 

melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 

Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah, dan 

membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
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kepada Pengelola Ba rang mela lui Pengguna Barang setelah diteliti oleh 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang . 

Pengurus Ba rang Pembantu berwenang dan bertanggung jawaib: 

a. meny iapkan dokumen rencana kebu tuhan dan penganggaran barang 

mi l ik daerah; 

b. meny iapkan u s u l a n permohonan penetapan s ta tus penggunaan 

barang mi l ik daerah yang diperoleh dar i beban A P B D dan perolehan 

ladnnj'a yang sah ; 

c. me laksanakan pencatatan dan inventar isas i barang mi l ik daerah; 

d. membantu mengamankan barang miliik daeraih yang b€;rada pada 

! Kuasa. Pengguna Bairang; 

e. meny iapkan dokumen pengajuam u s u l a n pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang mi l ik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang t idak memer lukan persetujuan D P R D dan barang mi l ik 

daera l i se la in t anah dan/atau bangunan; 

f. meny iapkan dokumen penyerahan barang mi l ik daerah beimpa tanah 

dan/atau bangunan yang t idak d igunakan u n t u k kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi K u a s a Pengguna B a r a n g dan sedang 

t idak d imanfaatkan pihaik la in ; 

g. meny iapkan dokumen pengajuan usu l an pemusnahan dan 

1 penghapusan barang mi l ik daerah; 

h. m e n y u s u n laporan barang semesteran dan t a h u n a n ; 

i. menyerahkan barang berdasarkan Sura t Per intah Penya luran Ba rang 

(SPPB) yang d i tuangkan dalam berita a ca ra penyerahan barang; 

j . membuat K a r t u Inventar is Ruangan (KIR) semesteran dan t a h u n a n ; 

k. memberi label barang mi l ik daerah; 

L mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Ba rang mela lui K u a s a Pengguna Ba rang atas perubaihan 

kondis i f isik barang mi l ik daerah pengecc;kan fisik barang; 

m. me lakukan stock opname barang persediaan; 

n. meny impan dokumen, an ta ra la in : fotokopi/salinan dokumen 

kepemi l ikan barang mi l ik da(;rah dan menyimpan 

asl i/fotokopi/sal inan dokumen penataussahaan; 

o. me l akukan rekonsi l ias i da lam rangka ]Denyusunan laporan barang 

K u a s a Pengguna Ba rang dan laporan barang mi l ik daerah; dan 

p. membuat laporan mutas i barang setiap bu lan yang disampaiikan pada 

PERANGKAT 
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si 

kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Bararig. 

Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggung jawab: 

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang 

milik daerah: 

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 

lainnya yang sah, 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah: 

membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada 

Kuasa Pengguna Barang, 

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik 

daerah selain tanah dan/atau bangunan, 

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang 

tidak dimanfaatkan pihak lain, 

g menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan barang milik daerah, 

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan, 

i. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang, 

j. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan, 

k. memberi label barang milik daerah, 

l mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan 

kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang, 

m. melakukan stock opname barang persediaan, 

n. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan 

asli/fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan, 

o. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 

Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah, dan 

p. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada 
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Peng^juna Ba rang mela lui K u a s a Pengguna Ba rang setelah diteliti oleh 

Pejabat Penatausahaan Pengguna B a r a n g dan Pengurus B a r a n g 

Pengg;una. 

(IC) Pejabat ]=*enatausahaan Barang , Pengguna Barang , K u a s a Pengguna 

Barang , Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang , Pengu ins Ba rang 

Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu 

di tetapkan dengan Keputusaan Wal i Kota yang d idahu lu i dengan u s u l a n 

penggungL barang. 

B A B V 

PERENCANAAN K E B U T U H A N DAN PENGAIS GGARAN BARANG MIL IK 

D A E R A H 

Pasa l 5 

(1) Perencanaan kebutuhan barang mil ik daerah d i s u s u n dengan 

memperhat ikan kebutuhan pe laksanaan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah serta ketersediaan barang mi l ik daerah yang ada; 

(2) Ketersediaan barang mi l ik daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

merupakan barang mi l ik daerah yang ada pada Pengelola Ba rang 

dan/a tau Pengguna Barang ; 

(3) Perencanaan barang mi l ik daerah sebagaimana d imaksud paida ayat (1) 
I 

i dan ayai: (2) h a r u s dapat mencerminkan kebutuhan r i i l barang mi l ik 
i 

daerah pada Perangkat Daerah sehingga dapat di jadikan dasar da lam 

penyusunan R K B M D . 

Pasa l 6 

(1) Perencariaan kebutuhan barang mi l ik daerah d i l aksanakan setiap t a h u n 

setelah rencana ker ja (Renja) Perangkat Da<irah ditetapkan; 

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana d imaksud ayat (1) merupakan 

sa lah sa tu dasar bagi Perangkat Daerah cialam pengusulan penyediaan 

anggaran u n t u k kebutuhan baru dan kebutuhan pemel iharaan serta 

penyusunan r encana ker ja anggaran. 

Pasa l 7 

Perencanaan i^ebutuhan barang mi l ik daerah mengacu pada Rencana Ker ja 

Perangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang mi l ik daerah berpedoman 

pada s tandar barang, s tandar k ebu tuhan dan/atau standar harga yang te lah 

ditetapkan oleh Wal i Kota. 
P E R A N G K A T 
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Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang 

Pengguna. 

(IC) Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna 

Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang 

Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu 

ditetapkan dengan Keputusaan Wali Kota yang didahului dengan usulan 

pengguna barang. 

BAB V 

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK 

DAERAH 

Pasal 5 

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, 

(2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang 

dan/atau Pengguna Barang, 

(3) “Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik 

daerah pada Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

penyusunan RKBMD. 

Pasal 6 

(1) — Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun 

setelah rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah ditetapkan, 

@8 Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan 

salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan 

anggaran untuk kebutuhan baru dan kebutuhan pemeliharaan serta 

penyusunan rencana kerja anggaran. 

Pasal 7 

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja 

Perangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman 

pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang telah 

ditetapkan oleh Wali Kota. 
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Pasa l 8 

Perencanaan Icebutuhan barang mi l ik daerah tersebut mel iputi : 

a. perencanaan pengadaan barang mi l ik daerah (RKBMD 

Pengadaan); 

b. perencanaan pemel iharaan barang mi l ik daei-ah ( R K P B M D Pemeliharaan). 

B A B V 

TAHAPAN PENYUSUNAN R K B M D PENGADAAN 

Pasa l 9 

Tahapan penyusunan R K B M D Pengadaan sebagai ber ikut : 

a Setelah Renja Perangkat Daerah ditetapkem, K u a s a Pengguna B a r a n g 

menyusun u s u l a n R K B M D pengadaan barang mi l ik daerah di l ingkungan 

K u a s a Pen gguna Ba rang yang d ip impinnya dengan mempedomani s tandar 

! barang da:a s tandar kebu tuhan ; 

b. K u a s a Pengguna B a r a n g menyampa ikan u s u l a n R K B M D Pengadaan 

tersebut kepada Pengguna Barang ; 

c Pengguna Ba rang me l akukan penelaahan atas u s u l a n R K B M D Pengadaan 
I 

j yang d i sampa ikan oleh K u a s a Pengguna B a n m g ; 

d Da lam penelaahan u s u l a n R K B M D pengadaan yang d isampa ikan oleh 

I K u a s a Pengguna Ba rang d imaksud , Pengguna Ba rang mengiLiutsertakan 
1 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Ba rang dan Pengurus Ba rang Pengguna 

u n t u k m e l a k u k a n review terhadap kebena ian dan kelengkapan u s u l a n 

R K B M D Pengadaan; 

I 

e Penelaahan a tas u s u l a n R K B M D Pengadaan yang d isampa ikan oleh K u a s a 

! Pengguna Ba rang d iu tamakan u n t u k memast ikan kebenaran data 

m a s u k a n [input) p enyusunan u s u l a n RKBME) Pengadaan yang sekurang-

kurangnya mempert imbangkan; 

£ Kesesua ian dengan K A K perencanaan kegiatam yang telah d i susun ; 

g kesesuaiar i program perencanaan dan standair barang, s tandar kebu tuhan 

dan s tandar harga; 

h ketersediaan barang mi l ik daerah di l ingkungan Pengguna 

Barang ; da n 

i K u a s a Pengguna Ba rang menyusun l^KBMD Pengadaan 

I barang mi l ik daerah berdasarkan has i l penelaahan yang d i l akukan 

Pengguna Barang u n t u k d i sampa ikan kembal i kepada Pengguna Barang . PERANGKAT KABAG ASISTEN S E K D A DAERAH HUKUM ASISTEN S E K D A 

f I   

ajib 

Pasal 8 

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah tersebut meliputi: 

a. 

b. 

perencanaan pengadaan barang milik daerah (RKBMD 

Pengadaan), 

perencanaan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD Pemeliharaan). 

BAB V 

TAHAPAN PENYUSUNAN RKBMI) PENGADAAN 

Pasal 9 

Tahapan penyusunan RKBMD Pengadaan sebagai berikut : 

a Setelah Renja Perangkat Daerah ditetapkan, Kuasa Pengguna Barang 

menyusun usulan RKBMD pengadaan barang milik daerah di lingkungan 

Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya dengan mempedomani standar 

barang dan standar kebutuhan, 

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan 

tersebut kepada Pengguna Barang, 

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan 

yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang, 

Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh | 

Kuasa Pengguna Barang dimaksud, Pengguna Barang mengikutsertakan 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna 

untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan 

RKBMD Pengadaan, 

Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa 

Pengguna Barang diutamakan untuk memastikan kebenaran data 

masukan (input) penyusunan usulan RKBM)) Pengadaan yang sekurang- 

kurangnya mempertimbangkan, 

Kesesuaian dengan KAK perencanaan kegiatan yang telah disusun, 

kesesuaian program perencanaan dan standar barang, standar kebutuhan 

dan standar harga, 

ketersediaan barang milik daerah di lngkungan Pengguna 

Barang, dan 

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan 

barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan 

Pengguna Barang untuk disampaikan kembali kepada Pengguna Barang. 
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j . Has i l pen<4aahan atas u s u l a n R K B M D Pengadaan yang d isampa ikan oleh 

K u a s a Pengguna Ba rang tersebut se lan jutnya d igunakan oleli Pengguna 

Ba rang dj i lam menyusun R K B M D Pengadaan barang mi l ik daerah pada 

t ingkat Pengguna Ba rang yang sekurang-kurangnya memuat informasi : 

1. n a m a K u a s a Pengguna Barang ; 

2. n a m a Pengguna Barang ; 

3. Program; 

4. Kegiatan; 

5. Da ta daftar barang pada Pengguna Ba rang dan/atau daftar t^arang pada 

K u a s a Pengguna Barang ; dan 

6. Rencana Kebu tuhan pengadaan barang yang disetujui . 

k Pengguna Ba rang menyampa ikan usu lan R K B M D pengadaan yang 

I d i tandatangani Pengguna Ba rang kepada Pen gelola Barang . 

L Pengelola Barang d ibantu Pejabat Pena tausahaan B a r a n g dan Pengurus 

B a r a n g Pengelola me l akukan penelaahan a tas u s u l a n R K B M D bersama 

Pengguna Barang terutama a tas : 

1. Relevansi program dengan rencana ke luaran (output) Pengguna Barang ; 

2. Relevansi u s u l a n Ba rang dengan K A K perencanaan yang tekih d i s u s u n ; 

3. Optimti l isasi penggunaan Ba rang Mil ik Daerah yang bei ada pada 

Penggu n a Barang ; dan 
i 

4. Efekt iv i tas pengggunaan B a r a n g Mil ik Daerah yang berada pada 

pengguna barang te lah sesuai p e run tukannya da lam rangka 

menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

m Penyampaian Revis i R K B M D Pengadaan ok;h Pengguna Ba rang kepada 

Pengelola Elarang. 

n. R K B M D Pengadaan barang mi l ik daerah dar i Pengguna Barang di tetapkan 

menjadi RECBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang . 

a R K B M D yang telah ditetapkan oleh Pengelola Ba rang d igunakan oleh 

Pengguna ]3arang sebagai dasar penyusunan Rencana Ker ja dan Anggaran 

(RKA-SKPD) . 

p. Perubahan R K B M D Pengadaan dapat d i l a k u k a n oleh Pengguna Ba rang 

dengan tahapan yang s a m a sebelum penyusunan perubahan A P B D . 

Pasa l 10 

Unr.uk penyusunan R K P B M D pemel iharaan tahapiannya ada lah : 
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Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh 

Kuasa Pengguna Barang tersebut selanjutnya digunakan oleh Pengguna 

Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah pada! 

tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi: 

1. nama Kuasa Pengguna Barang, 

2. nama Pengguna Barang, 

3. Program, 

4. Kegiatan, 

5. Data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada 

Kuasa Pengguna Barang, dan 

6. Rencana Kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. 

Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD pengadaan yang 

ditandatangani Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. | 

Pengelola Barang dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus 

Barang Pengelola melakukan penelaahan atas usulan RKBMD bersama 

Pengguna Barang terutama atas : 

1. Relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna Barang, 

2. Relevansi usulan Barang dengan KAK perencanaan yang telah disusun, 

3. Optimalisasi penggunaan BarangMilik Daerah yang berada pada 

Pengguna Barang, dan 

4. Efektivitas pengggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada 

pengguna barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka 

menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

Penyampaian Revisi RKBMD Pengadaan oleh Pengguna Barang kepada 

Pengelola Barang. 

RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna Barang ditetapkan 

menjadi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang. 

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh 

Pengguna arang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | 

(RKA-SKPD). 

Perubahan RKBMD Pengadaan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang 

dengan tahapan yang sama sebelum penyusunan perubahan APBD. 

Pasal 10 

Untuk penyusunan RKPBMD pemeliharaan tahapannya adalah : 
  
PERANGKAT | KABAG 
DAERAH HUKUM ASISTEN | SEKDA 
  

  
          

  
) 

| (7



- 1 6 -

a K u a s a Pengguna Ba rang menyusun u s u l a n R K P B M D Pemel iharaan barang 

mi l ik daerah di l ingkungan K u a s a Pengguna Barang yang dip impinnya, dan 

menyampa ikan u s u l a n R K P B M D Pemel iharaan tersebut kepada Pengguna 

Barang . 

h Pengguna Ba rang me lakukan penelaah.an atas u s u l a n R K P B M D 

Pemel iharaan yang d i sampa ikan oleh K u a s a Pengguna Barang . 

c Da lam pienelaahan u s u l a n - u s u l a n RKI^BMD pemel iharaan yang 

d i sampa ikan oleh K u a s a Pengguna Barging, Pengguna B a r a n g 

mengikutser takan Pejabat Pena tausahaan Pengguna B a r a n g dan Pengurus 

Ba rang Pengguna u n t u k me l akukan penelit ian terhadap kebfmaran dan 

kelengkapan u s u l a n R K P B M D pemel iharaan. 

d Penelaahan atas u s u l a n R K P B M D Pemel iharaan yang disampiaikan oleh 

K u a s a Pengguna Barang d iu tamakan u n t u k memast ikan kebenaran data 

m a s u k a n (input) p enyusunan R K P B M D pemel iharaan yang sekurang-

kurangnya mengacu pada daftar barang K u a s a Pengguna Barang yang 

memuat informasi mengenai barang yang dipel ihara. 

e Has i l pene;laahan d igunakan oleh Pengguna Ba rang da lam menyusun 

R K P B M D Pemel iharaan barang mi l ik daerah t ingkat Pengguna Ba rang yang 

sekurang-kurangnya memuat informasi: 

1. n a m a K u a s a Pengguna Barang ; 

2. n a m a Pengguna Barang ; 

3. n a m a barang yang dipel ihara; 

4. u s u l a n kebutuhan pemel iharaan; dan 

5. rencar ia kebu tuhan barang mi l ik daerah yang disetujui . 

f Has i l penelaahan Pengguna Ba rang a tas u s u l a n R K P B M D Pemel iharaan 

yang disam pa ikan oleh K u a s a Pengguna Ba rang ditandatangani Pengguna 

B a r a n g . K u a s a Pengguna Ba rang menyusun R K P B M D Pemelihara.an barang 

mi l ik daeraih berdasarkan has i l penelaahan u n t u k d isampaik jm kepada 

Pengguna Elarang. 

g Pengguna B a r a n g menghimpun R K B M D Pengadaan dan R K P B M D 

Pemel iharai in dar i K u a s a Pengguna Ba rang u n t u k d isampaikan kepada 

Pengelola Barang . 

h Penyampakm tersebut dilengkapi sura t pengantar R K P B M D yang 

ditandatangani oleh Pengguna Ba rang dan data barang. Penyampaian 

R K B M D Pengadaan dan R K P B M D Pemel iharaan tersebut oleh Pengguna 

Barang kepada Pengelola Barang . 
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Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKPBMD Pemeliharaan barang | 

milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya, dan 

menyampaikan usulan RKPBMD Pemeliharaan tersebut kepada Pengguna 

Barang. 

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKPBMD 

Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. 

Dalam penelaahan usulan-usulan RKPBMD pemeliharaan yang 

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang 

mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus 

Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan 

kelengkapan usulan RKPBMD pemeliharaan. 

Penelaahan atas usulan RKPBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh 

Kuasa Pengguna Barang diutamakan untuk memastikan kebenaran data 

masukan (input) penyusunan RKPBMD pemeliharaan yang sekurang- 

kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang 

memuat informasi mengenai barang yang dipelihara. 

Hasil penelaahan digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun | 

RKPBMD Femeliharaan barang milik daerah tingkat Pengguna Barang yang 

sekurang-kurangnya memuat informasi: 

1. nama Kuasa Pengguna Barang, 

2. nama Pengguna Barang, 

3. nama barang yang dipelihara, 

4. usulan kebutuhan pemeliharaan, dan 

5. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui. 

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKPBMD Pemeliharaan 

yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang ditandatangani Pengguna 

Barang.Kuasa Pengguna Barang menyusun RKPBMD Pemeliharaan barang 

milik daerah berdasarkan hasil penelaahan untuk disampaikan kepada 

Pengguna Barang. 

Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKPBMD 

Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang untuk disampaikan kepada 

Pengelola Barang. 

Penyampaian tersebut dilengkapi surat pengantar RKPBMD yang 

ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data barang. Penyampaian 

RKBMD Pengadaan dan RKPBMD Pemeliharaan tersebut oleh Pengguna 

Barang kepada Pengelola Barang. 
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Pengelola barang me l aksanakan penelaahan terhadap R K P B M D 

pemel iharaan barang mi l ik daerah yang d i sampa ikan Pengguna B a r a n g 

dengan mengikutser takan Pejabat Penatausahaan Ba rang dan Pengurus 

Ba rang Pengelola. 

Penelaahan atas R K P B M D Pemel iharaan bs j ang mi l ik daerah d i l akukan 

u n t u k me l akukan te laahan terhadap data, barang mi l ik daerah yang 

d i u s u l k a n rencana pemel iharaannya dengan memperhat ikan daftar barang 

pada Pengguna Ba rang yang memuat in fonnasi mengenai s ta tus barang 

dan kondis i barang. 

Penelaahan atas R K P B M D Pemel iharaan barang mi l ik daerah d i tuangkan 

da lam has i l penelaahan R K P B M D Pemel iharaan barang mi l ik daerah yang 

ditandatar.gani Pengelola Ba rang dengan sekurang-kurangnya memuat : 

1. n a m a K u a s a Pengguna Barang ; 

2. n a m a Pengguna Barang ; 

3. n a m a Ba rang yang dipel ihara; 

4. u s u l a n kebutuhan pemel iharaan; dan 

5. r encana kebu tuhan barang mi l ik daerah j ' ang disetujui 

1 Pengguna IBarang menyusun kembal i R K P B M D Pemel iharaan b<irdasarkan 

has i l penelaahan Pengelola Barang , dan d i sampa ikan kembal i kepada 

Pengelola Elarang. 

m R K P B M D Pemel iharaan Ba rang Mil ik Daerah yang telah diperbaiki tersebut 

di tetapkan menjadi R K P B M D Pemerintah Dsierah oleh Pengelola Barang , 

u n t u k se lanjutnya di jadikan dasar da lam penyusunan R K A - S K P D . 

n Perubahan R K P B M D Pemel iharaan dapat d i l akukan oleh Pengguna Ba rang 

dengan tahapan yang s a m a sebelum penyusunan perubahan APBD. 

B A B V I 

PENATAUSAHAAN BARANG MIL IK D A E R A H 

Bag ian Kesa tu 

Pembukuan 

Pasa l 11 

(1) Pengelola B a r a n g h a r u s me l akukan pendaftnran dan pencatatan barang 

mi l ik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke da lam Daftar 

Ba rang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

2) Pengguna Ba rang/Kuasa Pengguna Barang h a r u s me lakukan pendaftaran 
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Pengelola barang melaksanakan penelaahan terhadap RKPBMD 

pemeliharaan barang milik daerah yang disampaikan Pengguna Barang 

dengan mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus 

Barang Pengelola. 

Penelaahan atas RKPBMD Pemeliharaan barang milik daerah dilakukan 

untuk melakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang 

diusulkan rencana pemeliharaannya dengan memperhatikan daftar barang 

pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang | 

dan kondisi barang. 

Penelaahan atas RKPBMD Pemeliharaan barang milik daerah dituangkan 

dalam hasil penelaahan RKPBMD Pemeliharaan barang milik daerah yang 

ditandatangani Pengelola Barang dengan sekurang-kurangnya memuat: 

nama Kuasa Pengguna Barang, 

nama Pengguna Barang, 

nama Barang yang dipelihara, 

usulan kebutuhan pemeliharaan, dan 

Aa 
8 

DO 
NN
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rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui 

Pengguna Barang menyusun kembali RKPBMD Pemeliharaan berdasarkan 

hasil penelaahan Pengelola Barang, dan disampaikan kembali kepada 

Pengelola Barang. 

RKPBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang telah diperbaiki tersebut 

ditetapkan menjadi RKPBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang, 

untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD. 

Perubahan RKPBMD Pemeliharaan dapat dilakukan oleh Pengguna Barang 

dengan tahapan yang sama sebelum penyusunan perubahan APBD. 

BAB VI 

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pembukuan 

Pasal 11 

Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang 

milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar 

Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran 
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dan pencatatan barang mi l ik daerah yang s ta tus penggunaannya berada 

pada Pengguna B a r a n g / K u a s a Pengguna Ba rang ke da lam Daftar B a r a n g 

Pengguna./Daftar Ba rang K u a s a Pengguna menurut penggolongan dan 

kodefikasi barang. 

(3) Pencatatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan (2), h a r u s 

berdasar l ian dokumen perolehannya a tau k( ;pemil ikannya. 

(4) Dokumen sebagaimana d imaksud pada ayat (3) berupa : 

a. Sert i f ikat a tau sura t keterangan kepemi l ikan/penguasaan yang 

di tandatangani oleh pejabat yang berwtmang. 

b. B u k u Pemil ik kendaraan Bermotor (BPKB) dan T a r d a Nomor 

' Kendaraan (STNK) 

c. Ber i ta Acara Hibcih dan perjanjian Hibah. 

! d. Kont rak dan Ber i ta Acara Serah Ter ima . 

e. Ber i ta Aca ra Penyerahan dan S ta tus Pengunaan. 

f. F a k t u r Pembelian, dan 

g. Dokumen l a innya yang s a h 

1̂) PencatatJin barang mi l ik daerah sebagaimana d imaksud da lam pasa l 12 

ayat (3) d imuat da lam : 

a. B u k u Inventar is ; 

b. B u k u Induk Inventar is ; 

c. K a r t u Inventar is Ba rang (KIB) A, B , C , D , E dan F 

d. K a r t u Inventar is Ruangan (KIR) . 

(2) B u k u Im^entaris (BI) sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a , 

memuat s;eluruh golongan barang (golongan A , B , C , D , E dan F) yang berada 

da lam penggunaanya a tau penguasaan pen§',guna barang. 

P B u k u Induk Inventar is (BII) A , B , C , D , E dan F sebagaimana dimxiksud pada 

ayat (1) h u r u f b, memuat s e lu ruh golongan barang merupakan. gabungan 

dar i s e lu ruh B u k u Inventar is (BI) pengguna Barang. 

(4) K a r t u Inventar is Ba rang (KIR) A , B , C , D , E dan F sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f c, memuat catatan barang berdasarkan golongan 

masing-masing barang terdir i dar i : 

a . K a r t u Inventar is Ba rang (KIB) A u n t u k tanah; 

Pasa l 12 
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dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada 

pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang 

Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan 

kodefikasi barang. 

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus 

berdasarkan dokumen perolehannya atau kepemilikannya. 

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa : 

a Sertifikat atau surat keterangan kepemilikan/penguasaan yang 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

b. Buku Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tarda Nomor 

Kendaraan (STNK) 

Berita Acara Hibah dan perjanjian Hibah. 

Kontrak dan Berita Acara Serah Terima. 

Berita Acara Penyerahan dan Status Pengunaan. 

Faktur Pembelian, dan 

ma 
M
p
 

A
n
 

Dokumen lainnya yang sah 

Pasal 12 

Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 

ayat (3) dimuat dalam : 

a. Buku Inventaris, 

b. Buku Induk Inventaris, 

c. Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C,D,E dan F 

d. Kartu Inventaris Ruangan (KIR). 

Buku Inventaris (BI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

memuat seluruh golongan barang (golongan A,B,C,D,E dan F) yang berada 

dalam penggunaanya atau penguasaan pengguna barang. 

Buku Induk Inventaris (BII) A,B,C,D,E dan F sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, memuat seluruh golongan barang merupakan. gabungan 

dari seluruh Buku Inventaris (BI) pengguna Barang. 

Kartu Inventaris Barang (KIR) A,B,C,D,E dan F sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, memuat catatan barang berdasarkan golongan 

masing-masing barang terdiri dari : 

a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk tanah, 
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b. K a i t u Inventar is Ba rang (KIB) B u n t u k mes in dan peralatan; 
I 

i c. K a i t u Inventar is Ba rang (KIB) C u n t u k gedung dan bangunan; 

d. K a r t u Inventar is Ba rang (KIB) D u n t u k j a l a n , ir igasi dan ja r ingan ; 

e. K a r t u Inventar is Ba rang (KIB) E u n t u k aset tetap lainnysi, dan ; 

f. K a r t u Inventar is Ba rang (KIB) F untuk kon t ruks i da lam pengerjaan. 

(55 B u k u Inventar is (BI) sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) h u r u f a , 

memuat se luruh golongan barang (golongan A , B , C , D , E dan F) yang berada 

da lam penggunaanya a tau penguasaan pengguna barang. 

(̂  B u k u Induk Inventar is (BII) A , B , C , D , E dan F sebagaimana d imaksud pada 

I ayat (1) hiuruf b, memuat s e lu ruh golongan barang merupakan gabungan 

dar i s e lu ruh B u k u Inventar is (BI) pengguna Barang . 
i 

(7) K a r t u Inventar is Ba rang (KIR) A , B , C , D , E dan F sebagaimanfi d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f c, memuat catatan barang berdasarkan golongan 

masing-masing barang terdiri dar i : 

a . K a r t u Inventar is Bairaing (KIB) A u n t u k r.anah; 
I 
b. K a r t u Inventar is Ba rang (KIB) B u n t u k mesin dan peralatam; 

c. K a r t u Inventar is Ba rang (KIB) C u n t u k gedung dan bangunan; 
1 

d. K a r t u Inventar is Ba rang (KIB) D u n t u k Ja l an , ir igasi dan j s r i ngan ; 

e. K a r t u Inventar is Ba rang K IB ) E u n t u k aset tetap la innya , dan ; 

f. K a r t u Inventar is Ba rang (KIB) F u n t u k kon t ruks i daam pengerjaan. 

(̂  K a r t u Inventar is Ruangan (KIR) sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f d memuat catatan se lu ruh barang yxing berada a tau di tempatkan 

da lam sa tu ruangan. 

Bag ian kedua 

Inventar isas i 

Pasa l 13 

(1) Pengelola Barang/Pengguna B a r a n g me l akukan inventar isas i barang 

J mi l ik daerah paling sedikit 1 (satu) ka l i da lam 5 (lima) t ahun . 

(̂  Da lam hgj barang mi l ik daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

berupa persediaan dan kons t ruks i da lam pengerjaan, inx'entarisasi 

d i l akukan oleh Pengguna Ba rang setiap t ahun . 
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b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B untuk mesin dan peralatan, 

Cc. Kartu Inventaris Barang (KIB) C untuk gedung dan bangunan: 

d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D untuk jalan, irigasi dan jaringan, 

e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E untuk aset tetap lainnya, dan, 

f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F untuk kontruksi dalam pengerjaan. 

Buku Inventaris (BI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

memuat seluruh golongan barang (golongan A,B,C,D,E dan F) vang berada 

dalam penggunaanya atau penguasaan pengguna barang. 

Buku Incuk Inventaris (BII) A,B,C,D,E dan F sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, memuat seluruh golongan barang merupakan gabungan 

dari seluruh Buku Inventaris (BI) pengguna Barang. 

Kartu Inventaris Barang (KIR) A,B,C,D,E dan F sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, memuat catatan barang berdasarkan golongan 

masing-masing barang terdiri dari : 

a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk :anah, 

b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B untuk mesin dan peralatan, 

c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C untuk gedung dan bangunan, 

d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D untuk jalan, irigasi dan jaringan, 

e. Kartu Inventaris Barang KIB) E untuk aset tetap lainnya, dan, 

f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F untuk kontruksi daam pengerjaan. 

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d raemuat catatan seluruh barang yang berada atau ditempatkan 

dalam satu ruangan. 

Bagian kedua 

Inventarisasi 

Pasal 13 

Pengelola Barang/Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang 

milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi 

dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. 
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(3) Pengguna Ba rang menyampa ikan laporan h a s i l Inventar isas i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola 

B a r a n g pialing l ama 3 (tiga) bu lan setelah S€;lesainya Inventar isas i . 

I 

Bag ian Ketiga 

Pelaporan 

; Pasa l 14 
j 

(1) K u a s a Pengguna B a r a n g h a r u s m e n y u s u n laporan barang K u a s a 

Pengguna Semesteran dan laporan barang K u a s a Pengguna T a h u n a n 

u n t u k d i sampa ikan kepada Pengguna Barging. 

(2) Pengguna Ba rang menghimpun laporan barang K u a s a Pengguna 

Semesteran dan T a h u n a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sebagai 

bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan t a h u n a n . 

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d igunakan sebagai bahan u n t u k m e n y u s u n neraca Perangl-cat Daerah 

d i sampa ikan kepada Wal i Kota mela lu i Pen gelola barang. 

(4) Laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdiri a tas : 

a . Laporan semesteran dan t a h u n a n yang mencakup laporan 

kese lu ruhan barang yang tercatat pada daftar barang mi l ik daerah; 

dan 

b. Laporan barang hab is paka i dan persediaan barang semesteran dan 

t a h u n a n . 

Pasa l 15 

(1) Pengelola B a r a n g h a r u s m e n y u s u n laporan barang Pengelola semesteran 

dan l apc ran barang Pengelola t ahunan . 

( 2 5 Laporan barang mi l ik daerah d ipergunakan sebagai baham penyusunan 

neraca Pemerintah Daerah. 

B A B V I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

^ Pasa l 16 

Pera turan Walt Kota in i mu la i ber laku pada tang^;al d iundangkan. 
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89 Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi | 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola 

Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. 

Bagian Ketiga 

Pelaporan 

Pasal 14 

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa 

Pengguria Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan 

untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. 

2 Penggura Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna 

Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan. 

(3 Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah 

disampaikan kepada Wali Kota melalui Pengelola barang. 

H Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Laporan semesteran dan tahunan yang mencakup laporan 

keseluruhan barang yang tercatat pada daftar barang milik daerah, 

dan 

b. Laporan barang habis pakai dan persediaan barang semesteran dan 

tahunan. 

Pasal 15 

(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran 

dan laporan barang Pengelola tahunan. 

2) Laporan barang milik daerah dipergunakan sebagai bahan penyusunan 

neraca Femerintah Daerah. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  
PERANGKAT | KABAG 
DAERAH HUKUM ASISTEN | SEKDA 
  

            

 



- 2 1 -
i 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 

Peraturan WaJi Kota in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daeraih. 

Di tetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 o t » « T i « r 2020 

'>tvAL;i KOTA GORONTALO, 

G+ 
E N A. TAHA 

D iundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 O t t « ^ » r 2020 

S E K R E T A R I S D A ^ R X H KOTA GORONTALO, 

I S M A I D M A D J I D 

B E R I T A D A E R \ H KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 35 

PERANGKAT 
DAEFIAH 
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HUKUM ASISTEN S E K D A 

f t 9 1   

2 91 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 Oksewer 2020 

AL! KOTA GORONTALO, 

MARTEN A. TAHA 

c 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 13 Oktever 2020 

KOTA GORONTALO, 
    

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 35 
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